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Romisal (B 111 09 504) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan No.1535/Pid.B/2013/ 
PN.Mks)”, di bawah bimbingan  H.M. Said Karim sebagai pembimbing I, 
dan  Haeranah sebagai pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk a). mengetahui penerapan hukum 
pidana materiil terhadap tindak pidana pencabulan. b). mengetahui yang 
menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
tindak pidana pencabulan dalam putusan No. 1535/Pid.B/2013/PN.Mks. 
  
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, jenis data 
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 
Pengumpulan data dengan wawancara dan menggunakan dokumentasi 
yaitu (Dokumen-dokumen atau arsip- arsip yang diberikan oleh pihak 
terkait dalam ini Pengadilan Negeri Makassar), penelitian kepustakaan 
dan lain-lain. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan 
data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis 
kualitatif.  
 
Hasil penelitian ini menerangkan bahwa a). Penerapan hukum 
pidana materil dalam putusan Nomor.1535/Pid.B/2013/PN.Mks berawal 
dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan hasil 
pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga telah sesuai dengan menerapkan 
Pasal 289 KUHP tentang Perbuatan menyerang Kehormatan Kesusilaan 
atau juga disebut Perbuatan Cabul kepada terdakwa Kadir HARTONO 
Alias IKBAL Bin AMBO TUO.  b). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan menurut Penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Pasal 183 KUHAP berupa tiga alat bukti yakni keterangan saksi, 
keterangan terdakwa dan petunjuk sehingga hakim memperoleh 
keyakinan bahwa terdakwa Kadir HARTONO Alias IKBAL Bin AMBO TUO 
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A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan 
masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya terutama mengenai 
kejahatan dan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah 
kehidupan umat manusia karena kejahatan berkembang sejalan dengan 
tingkat paradaban. 
Berkaitan dengan masalah kejahatan maka kekerasan sering 
menjadi pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, dilihat dari perspektif 
kriminologi kekerasan ini menuju pada tingkah laku yang berbeda-beda 
baik mengenai motif maupun tindakannya seperti kasus pencabulan. 
Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang 
mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan 
kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat 
pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk 
menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat 
sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya 
kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan 
perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum akan selalu 
berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. 
Persoalan kejahatan kemudian menjadi problem serius yang 





pasti menimbulkan korban. Problem kejahatan tetap menjadi momok yang 
menakutkan bagi masyarakat yang kemungkinan munculnya seringkali 
tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi di suatu lingkungan dan 
komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan timbul suatu 
kejahatan. Siapa saja dapat menjadi korban kejahatan namun pada 
umumnya adalah perempuan dan anak karena berdasarkan fisik mereka 
lebih lemah dari pelaku yang pada umumnya laki-laki. 
Kejahatan yang berbahaya sebenarnya bukanlah kejahatan itu 
sendiri tetapi, lebih kepada niat dan keinginan untuk merealisasikan 
kejahatan tersebut. Karena kejahatan bisa muncul kapan saja, dimana 
saja, dan pada diri siapa saja, maka sudah menjadi kewajiban agar dapat 
bersama-sama mencegah atau mengatasi sebuah kejahatan. 
Pelaku kejahatan pencabulan tidak hanya dilakukan oleh orang 
dewasa tetapi juga dilakukan oleh para remaja dan anak anak, bahkan 
tragisnya pencabulan kerap kali dilakukan oleh pihak - pihak yang 
seharusnya melindungi anak dari kejahatan, sebut saja oknum anggota 
polisi yang dimana masyarakat khususnya anak menaruh sebuah 
kepercayaan bahwa ia merasa terlindungi dan merasa aman dari 
ancaman kejahatan. 
Tindak pidana pencabulan semakin menggejala dan menyebar luas 
frekuensi terjadinya dalam masyarakat, seiring dengan itu sehingga 
menjadikan kesadaran masyarakat pun semakin akan pentingnya 
penanganan tindak pidana pencabulan. Begitu juga dengan Kepolisian 





memiliki tugas utama yaitu Ketertiban dan Keamanan Masyarakat 
(Kamtibmas). Namun seiring dengan berjalannya waktu nuansa 
kemasyarakatan atau sosial memunculkan paradigma baru dalam sejarah 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Realitas angka tindak pidana pencabulan tidak dapat lagi dipungkiri 
dari tahun ke tahun semakin meningkat, delik pencabulan memberi sinyal 
bahwa adanya prilaku penyiksaan atau kekerasan seksual terhadap kaum 
wanita, pria, maupun anak. Hal ini memberi catatan dan tanggung jawab 
bagi institusi penegak hukum atas semua proses maupun finalisasi dari 
penegak hukum. 
Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang 
seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. 
Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis. Perkembangan 
masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, didalam 
kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari 
anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang 
lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang 
melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam 
masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam 
masyarakat. 
Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk 
menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya 
perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Semakin meningkatnya 





operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya 
pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang 
menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu 
bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak 
pidana pencabulan. Tindak  pidana pencabulan adalah suatu tindak 
pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan 
seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. 
 Salah satu kasus tindak pidana pencabulan yang penulis akan teliti 
yaitu tindak pidana pencabulan berdasarkan (Putusan Nomor : 
1535/Pid.B/2013/PN.Mks) kasus ini berawal dari seorang wanita yang 
akan berangkat ke Kota Makassar dari Kota Palopo menumpang mobil 
sewaan jenis Panther bersama dengan penumpang lainnya, kemudian 
tiba di Makassar  supir Panther mengantar satu per satu penumpangnya 
hingga tersisa satu saksi korban, selanjutnya di tengah perjalanan tiba-
tiba supir Panther menghentikan mobilnya di tepi jalan dan kemudian 
pindah ke bangku belakang tempat wanita tersebut duduk, kemudian supir 
panther berusaha mencium, sehingga penumpang wanita melompat dan 
pindah ke bangku bagian tengah mobil, pelaku kemudian mengikuti ke 
bangku bagian tengah, kemudian korban berusaha membuka pintu mobil 
tetapi tidak bisa terbuka, kemudian pelaku langsung memeluk korban dan 
berusaha menciumnya membuat korban memberontak namun pelaku 
memegang korban dengan sangat kuat sehingga tidak bisa melawan, 
selanjutnya terdakwa mengankat baju dan bra yang dipakai korban hingga 





kali pada payudara korban hingga pelaku mengeluarkan sperma dari 
kemaluannya dan menumpahkannya ke wajah korban, selanjutnya pelaku 
mengantar korban ke tempat tujuan.      
Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa ingin mendalami hal-
hal mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan orang dewasa 
terhadap orang dewasa, dimana pencabulan bukan hanya anak anak 
menjadi korban kejahatan tindak pidana pencabulan tetapi orang dewasa 
juga kerap menjadi korban. Untuk lebih kongkritnya penulis akan 
mengangkat suatu studi kasus pencabulan dimana telah diputuskan di 
Pengadilan Negeri Makassar. Olehnya itu, penulis mengangkat judul 
"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan" (Putusan Nomor : 
1535/Pid.B/2013/PN.Mks). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis 
mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak    
pidana pencabulan dalam Putusan No. 1535/Pid.B/2013/PN.Mks ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan 







C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
tindak    pidana pencabulan dalam Putusan No.  
1535/Pid.B/2013/PN.Mks ? 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan 
dalam Putusan No. 1535/Pid.B/2013/PN.Mks ? 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu : 
1. Manfaat Teoritis 
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang 
ilmu hukum. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran 
dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya terkait 
dengan tindak pidana pencabulan terhadap orang dewasa. 
2. Manfaat Peraktis 
Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan 
bahan  pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi 
menciptakan penegakan hukum yang lebih baik terkait dengan 








A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata yaitu  "Tinjauan" dan "yuridis", 
tinjauan berasal dari kata "Tinjau" yang artinya mempelajari dengan 
cermat, memeriksa, menduga, meneliti, atau mempertimbangkan kembali, 
diberi akhir -an  yang berarti perbuatan meninjau, jadi tinjauan merupakan 
pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, 
pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis 
dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan. (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, 1991:1198). 
Yuridis berasal dari kata Jurisdection yang artinya kekuatan 
mengadili. Yuridis juga dapat diartikan menurut hukum, secara hukum, 
dari segi hukum. Semua putusan pengadilan selain harus memuat alasan-
alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-pasal 
tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber-sumber 
hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (Kamus 
Hukum, 1997:493). 
Kata "Yuridis" dalam ilmu pengetahuan hukum mengandung 3 
pengertian, yaitu sebagai berikut : 
1. Putusan hakim; 
2. Kumpulan putusan-putusan hakim yang disusun secara 





3. Ajaran hukum yang diciptakan oleh peradilan dan 
dipertahankan dengan putusan hakim. 
Jadi tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan 
yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara 
sistematis dan obyektif terhadap kemampuan dan kekuasaan pengadilan 
untuk mencerahkan suatu persoalan. 
B.  Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
            Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari strafbaarfeit 
oleh berbagai pakar ternyata telah diberikan berbagai definisi yang 
berbeda-beda meskipun maksudnya mungkin sama. 
             Van Hammel (Rusli Effendy, 1986 : 48) memberikan rumusan 
sebagai berikut adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam dan 
dilakukan dengan kesalahan. 
            Dilihat dari sudut pandang harfiahnya,  strafbaarfeit itu terdiri dari 
kata feit yang dalam bahasa belanda berarti sebagian dari suatu 
kenyataan atau een gedeelte van de werkelijkheid, sedangkan strafbaar 
berarti dapat dihukum hingga secara harfiah kata strafbaarfeit dapat 
diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 
dihukum (P.A.F Lamintang, 1997 : 181). 
            Hezewinkel Suringa mendefinisikan strafbaar feit sebagai suatu 
perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam 
sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang 





yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya (P.A.F Lamintang, 
1997 : 190). 
            Menurut Pompe, Strafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan 
sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak 
dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib 
hukum dan terjaminnya kepentingan umum (P.A.F Lamintang, 1997 : 
207). 
            Istilah Strafbaar feit haruslah dihubungkan dengan sifat 
wederrechtelijk atau aan schuld te wijten atau yang bersifat melawan 
hukum, yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak 
sengaja. 
     Keterhubungan dengan sifat wederrechtelijk sangatlah penting, 
sebagaimana yang dicontohkan oleh Pompe, suatu pelanggaran norma 
seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana yang berbunyi : 
“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang 
lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum 
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”    
  
           Dikatakan bahwa tidak setiap pembunuhan itu bersifat 
wederrechtelijk, misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain 
karena melakukan suatu pembelaan diri seperti yang dimaksud di dalam 
pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup 





ada suatu strafbaar person atau seseorang yang dapat dihukum, di mana 
orang tersebut  dapat dihukum apabila strafbaar feit yang telah ia lakukan 
itu bersifat wederrechtelijk dan telah ia lakukan baik dengan sengaja 
maupun dengan tidak dengan sengaja.  
            Tentang sifat melawan hukum (wederrechtilijk) ini akan dibahas 
secara mendalam pada bahasan tentang unsur-unsur tindak pidana. 
            Simons (PAF Lamintang, 1997 : 185) telah merumuskan 
strafbaarfeit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang 
yang dapat dipertanggungjawabkan; berhubungan dengan kesalahan; 
 atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum. 
            Dari rumusan Simons di atas dapat terlihat untuk adanya suatu 
strafbaarfeit itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan 
yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana 
pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar sesuatu tindakan itu 
dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur 
dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap 
strafbaarfeit itu sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban 
menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan 
melawan hukum atau merupakan suatu onrechtmatige handeling. 
            Dari beberapa pandangan pakar di atas, setidaknya dalam 





1.      Tindakan (komisi maupun omisi) yang sebelumnya telah 
di atur oleh Hukum Pidana; 
2.     Tindakan itu dapat dihukum atau dijatuhi sanksi pidana 
oleh negara melalui alat-alatnya; 
3.     Tindakan itu berhubungan dengan kesalahan atau 
bersifat melawan hukum. 
4.     Pelaku dapat dipertanggungjawabkan. 
            Namun demikian sekadar sebagai perbandingan, Chairul Huda 
(2008 : 26) ternyata memiliki pandangan yang agak sedikit berbeda 
dengan pandangan pakar-pakar pada umumnya. Jika pakar-pakar pada 
umumnya telah memasukkan faktor kesalahan dan pertanggungjawaban 
pidana sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, maka Chairul Huda 
justru menentang hal demikian. 
            Kesalahan sebagai faktor penentu adanya pertanggungjawaban 
pidana karenanya harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana. 
Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan adalah faktor 
penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi 
bagian dari definisi tindak pidana. Apakah inkonkreto, yang melakukan 
perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di 
luar arti perbuatan pidana. Artinya apakah yang melakukan tindak pidana 
tersebut kemudian dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sudah di 





            Pandangan yang sama dengan Chairul Huda adalah pandangan 
dari Marshal (Chairul Huda, 2008 : 35) bahwa suatu tindak pidana 
adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi 
masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang 
berlaku. Dalam definisi tersebut unsur kesalahan telah dikeluarkan, 
sehingga tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan saja. 
Perbuatan di sini berisi kelakukan dan kejadian yang ditimbulkan oleh 
kelakuan atau kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari 
melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi).  
            Jauh sebelum Chairul Huda yang tidak memasukkan kesalahan 
dan pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari pengertian tindak 
pidana, adalah Moljanto (Rusli Effendy, 1986 : 47) yang menyebutkan 
bahwa tindak pidana berarti perbuatan yang dilanggar dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan itu.   
Jadi menurut Chairul Huda dan pakar-pakar yang memiliki 
pandangan yang sama bahwa pada dasarnya suatu tindakan dapat 
dikatakan sebagai tindak pidana maka setidaknya harus dipahami bahwa 
tindakan tersebut sebelumnya telah diatur dalam Hukum Pidana dan 
tindakan itu dapat dihukum atau dijatuhi sanksi pidana oleh negara melalui 
alat-alatnya.   
            Di dalam kepustakaan kita juga sering dijumpai perkataan-
perkataan lain untuk menyebutkan apa yang dimaksud dengan strafbaar 





delikt di dalam bahasa Jerman, delict di dalam bahasa Perancis ataupun 
delik di dalam bahasa Indonesia. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana  
 Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan cabul, penulis akan 
menjabarkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang menyangkut dengan 
perbuatan cabul. Ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur dalam Pasal 
289 KUHP sebagai berikut :  
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan 
hukuman penjara selama – lamanya sembilan tahun.”  
 
Apabila rumusan Pasal 289 KUHP tersebut dirinci, akan terlihat unsur-
unsurnya sebagai berikut (Adami Chazawi, 2005: 78):  
1. Perbuatannya: Perbuatan cabul dan memaksa caranya dengan 
kekerasan atau dengan ancaman kekerasan 
 2. Objeknya: Seseoarang untuk melakukan atau membiarkan 
melakukan.  
 Adami Chazawi memberikan pengertian perbuatan memaksa sebagai 
perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak 
orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang 
lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan 
kehendaknya sendiri (Adami Chazawi, 2005: 63).  
Adapun yang dimaksud dengan kekerasan diutarakan oleh R.Soesilo 
(1996: 98) sebagai “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang 
tidak kecil secara tidak sah”. Sementara M.H.Tirtaamidjaja (Leden 





perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. 
Berdasarkan beberapa pendapat dari pakar di atas dapat disimpulkan 
bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan yang ditujukan pada orang 
lain dengan menggunakan kekutan badan yang besar dimana kekuatan 
itu mengakibatkan orang lain tidak berdaya (Leden Marpaung, 2008: 52).  
Mengenai ancaman kekerasan, Adami Chazawi mengutarakan 
bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman 
kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga 
berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan 
persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar 
yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segala 
dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuat 
hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku (Adami Chazawi, 2005: 65). 
C. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan   
Menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 KUHPidana, yang 
dimaksudkan dengan cabul adalah segala perbuatan yang keji, semuanya 
itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium- ciuman, 
maraba- raba anggota kemaluan, maraba-raba buah dada dan 
sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan 
cabul akan tetapi dalam Undang- undang disebutkan tersendiri. Dalam 
pengertian itu berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap 






 Andi Hamzah (2009:22) mengartikan bahwa perbuatan cabul 
sebagai “perbuatan melanggar rasa malu”. 
 Muh. Anwar (1986:231) mengemukakan bahwa “semua perbuatan 
cabul yang melanggar kesusilaan/kesopanan, tetapi juga setiap perbuatan 
terhadap badan baik badan sendiri maupun badan orang lain, melanggar 
kesopanan adalah perbuatan cabul”.   
Pengertian pencabulan secara umum Leden Marpaung (1996:80) 
adalah suatu perbuatan yang dinilai melanggar norma-norma kesusilaan 
(kesopanan) dalam lingkungan masyarakat, semua itu dalam ruang 
lingkup birahi kelamin seseorang misalnya cium-ciuman, meraba-raba 
anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. 
Lebih khusus dibandingkan pengertian perbuatan cabul diatas 
menurut Hoge Raad(Adami Chazawi,2005:58) pengertian bersetubuh 
mengandung unsur perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin 
perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis kedalam liang vagina, 
kemudian penis mengeluarkan sperma, apabila tidak memenuhi salah 
satu syarat saja, misalnya penis belum masuk, spermanya sudah keluar, 
kejadian ini bukan termasuk dalam persetubuhan melainkan perbuatan 
cabul, sedangkan bila dilakukan dengan memaksa, maka kejadian itu 
masuk dalam kategori pasal 289 kitab undang-undang hukum pidana 
(KUHPidana). 
Dibentuknya kejahatan perbuatan cabul ini ditujukan untuk 





(Pasal 285 KUHPidana) khusunya tentang unsur telah terjadinya 
persetubuhan. 
D. Tindak Pidana Pencabulan dalam KUHPidana 
Mengenai tindak pidana perbuatan cabul dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana diatur dalam beberapa pasal yang memuat dalam 
buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan yang antara lain 
ialah :   
1. Pasal 289 yang menentukan : barangsiapa dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang 
melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya 
perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan 
dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. 
2. Pasal 290 yang menentukan : dengan hukuman penjara 
selama-lamanya tujuh tahun hukuman : 
a. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu 
pingsan atau tidak berdaya. 
b. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang, sedang diketahuinya bahwa atau patut 
harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum 
cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa 






c. Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang 
diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa 
umur orang itu belum cukup 15 tahun atau tidak nyata 
berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat 
kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan 
pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh 
dengan orang lain dengan tiada kawin. 
3. Pasal 292 yang menentukan : orang dewasa yang 
melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum 
dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya 
atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum 
penjara selama-lamanya lima tahun. 
4. Pasal 293 yang menentukan : 
a. Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau 
perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan 
salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-
lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang 
sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja 
membujuk orang yang belum dewasa yang tidak 
tercatat kelakuannya, yang diketahui atau patut harus 
disangkanya belum dewasa, akan melakukan 
perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan 
dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, 





b. Penuntutan hanya dilakukan diatas pengaduan orang 
yang dikenai kejahatan itu. 
c. Tempo yang tersebut dalam Pasal 74, ditentukan buat 
satu-satu pengaduan ini ialah 9 (sembilan) dan 12 
(dua belas) bulan. 
5. Pasal 294 menentukan : 
a. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan 
anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak 
pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang 
yang belum dewasa yang dipercayakan padanya 
untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan 
bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, 
dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
b. Dengan hukuman yang serupa dihukum : 
- Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul 
dengan orang yang di bawah perintahnya atau 
dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan 
padanya untuk dijaga. 
- Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor 
(opzichter) atau bujang dalam penjara, rumah 
tempat melakukan pekerjaan untuk negeri 
(landswerkinrichting), rumah pendidikan, rumah 





derma, yang melakukan pencabulan dengan orang 
yang ditempatkan disitu. 
6. Pasal 295 menentukan : 
1. Dihukum : 
a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima 
tahun, barangsiapa yang dengan sengaja 
menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul 
yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak 
angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang 
dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa 
yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, 
dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang 
dibawah umur atau oarng yang dibawahnya dengan 
orang lain. 
b. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat 
tahun, barangsiapa yang dengan sengaja, di luar hal-
hal yang tersebut diatas (a) menyebabkan atau 
memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain 
yang dikerjakan oleh orang yang belum dewasa yang 
diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia belum 
dewasa. 
2. Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah 
dijalankan sebagai pencahariannya atau 





7. Pasal 296 menentukan : barangsiapa yang pencahariannya 
atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau 
memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum 
penjara selama-laamanya setahun empat bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 15.000. 
Sebelum diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana dari pasal 
tindak pidana pencabulan, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dari 
unsur-unsur tindak pidana.  
Menurut Moeljatno (Leden Marpaung, 2005:10) dikatakan bahwa 
tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena 
itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 
adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat 
untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal 
ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. 
Selanjutnya Tongat (2002:3-5) menguraikan unsur-unsur tindak 
pidana terdiri atas dua macam yaitu : 
1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku 
(dader) yang dapat berubah : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam 
arati tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa 
“Perbuatan”  yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang 





b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak 
pidana meteriil. Contoh unsur objektif yang berupa 
suatu “Akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat 
mutlak dalam tindak pidana. 
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang 
dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh 
unsur objektif yang berupa suatu “Keadaan”  yang 
dilarang dan diancam oleh undang-undang. 
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si 
pelaku (dader) yang berupa : 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya 
seseorang terhadap perbuatan yan telah dilakukan 
(kemampuan bertanggungjawab). 
b. Kesalahan (schuld) 
Seseorang dapat dikatakan mampu 
bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu 
memenuhi tiga syarat, yaitu : 
1.  Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, 
sehingga ia dapat mengerti akan nilai 






2. Keadaan jiwa seseorang itu adalah sedemikian 
rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya 
terhadap perbuatan yang ia lakukan. 
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang 
dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang 
oleh undang-undang. 
Sementara menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 
2005:10) dijelaskan unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur 
subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, 
yaitu berupa : 
1. Suatu tindakan; 
2. Suatu akibat dan; 
3. Keadaan (omstandigheid) 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari 
perbuatan, berupa : 
1. Kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld). 
Jadi setiap pasal dalam perundang-undangan memiliki unsur-unsur 
yang wajib terpenuhi dari suatu perbuatan untuk dapat dikenakan 
hukuman atau sanksi pidana, bila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka 






E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab 
undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah  pejabat  
Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 
mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim 
untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas 
bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan 
menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya 
ringan. 
Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana 
masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang 
menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak 
masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah 
bagaimana hakim memutuskan perkara- perkara yang bisa mengundang 
pro dan kontra dalam masyarakat luas, jangan sampai putusan itu 
mematikan rasa keadilan masyarakat. 
Kerap sekali terjadi terutama terhadap perkara-perkara yang 
mendapat perhatian masyarakat luas. Bisa saja sebuah putusan dianggap 
tidak adil dan dianggap senuansa dengan koruptif dan kolutif. Secara 
umum anggapan itu adalah sah-sah saja, setidaknya ada alasan dari 
masyarat yaitu telah hampir hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap 
lembaga peradilan, disebabkan terbongkarnya berbagai kasus penyuapan 
yang melibatkan aparat Pengadilan, terutama hakim. Oleh karena itu 





kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran fisolofis (keadilan). 
Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan 
bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya 
yang terjadi dalam masyarakat. 
  Hakim dalam Memberikan Pertimbangan  
Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran 
atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal 
yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.Setiap hakim wajib 
menyampaikan pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara 
yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
putusan.  
Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan 
kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim 
melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan 
perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha 
menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, 
peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada 
kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk 
peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur 
negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah 
hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan 






Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan 
terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara 
pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada 
prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan 
dianggap telah terbukti, disamping adanya alat -alat bukti menurut 
undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan 
integritas moral yang baik.  
Menurut Gerhard Robbes (Ahmad Rifai, 2010 : 104)  secara 
kontekstual ada 3 (tiga) esensi  
yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan 
kekuasaan  
kehakiman, yaitu: 
a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;  
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 
mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;  
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan 
tugas dan fungsi yudisialnya.  
Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara 
merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati 
oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat 
menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim 
dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik 
itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat 





pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa 
keadilan masyarakat. 
Menurut Mackenzei (Ahmad Rifai, 2010 : 105), ada beberapa teori 
atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam 
mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Teori keseimbangan  
Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan 
antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan 
kepentingan pihak-pihak yang tesangkut atau berkaitan dengan perkara, 
yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan 
masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.  
2. Teori pendekatan seni dan intuisi  
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau 
kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan 
hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap 
pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau 
penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan 
oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink 
atau intuisi dari pada penegtahuan dari hakim.  
3. Teori pendekatan keilmuan  
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan 
pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian 





rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan 
ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu 
perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink 
semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan 
juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang 
harus diputuskannya.  
4. Teori Pendekatan Pengalaman  
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat 
membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya 
sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat 
mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam 
suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun 
masyarakat.  
5. Teori Ratio Decidendi 
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara 
yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan 
yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar 
hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus 
didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan 
memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. 
Leden Marpaung (Lilik Mulyadi, 2007:120) Mengatakan bahwa 





dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat 
berbentuk tertulis maupun tulisan. 
Dalam membuat putusan hakim berpedoman pada 3 hal, yaitu : 
1. Unsur Yuridis yang merupakan unsur pertama dan 
utama. 
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan 
keadilan. 
3. Unsur Sosiologis, yang mempertimbangkan tata 
nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam 
masyarakat. 
Menerapkan dengan baik ketiga unsur tersebut dalam membuat 
putusan akan menghasilkan putusan yang baik dan bermutu, tetapi pada 
kenyataannya untuk menerapkan ketiga unsur tersebut dengan baik 
dalam suatu putusan bukanlah hal yang mudah. Untuk penerapan unsur 
Filosofis dan unsur Sosiologis diperlukan pengalaman dan pengetahuan 
yang luas, serta kerja keras hingga dapat memahami dan menerapkan 
nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.   
 Pembuktian   
Pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam 
acara perdata, acara pidana maupun acara-acara lainnya, dimana dengan 
menggunakan alat bukti sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, 
untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta 





salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti 
yang dinyatakan itu. 
Hari Sasangka dan Lili Rosita (2003:10) Pembuktian merupakan 
sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat 
bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, 
syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan 
hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. 
Sistem Pembuktian  Perkara Pidana 
Sistem pembuktian dalam proses penyelesaian perkara pidana : 
1) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim 
melulu (Conviction-in time)  
Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan sistem pembuktian 
menurut undang-undang secara positif, ialah sistem pembuktian menurut 
keyakinan hakim melulu. Sistem ini di sebut conviction intime. 
Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun 
tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang 
tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang 
didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan 
hakim sendiri. 
D. Simons (Andi Hamzah, 2009:252)  Bertolak pangkal pada 
pemikiran itulah, maka sistem berdasarkan keyakinan hakim melulu yang 
didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa 





ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti 
dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis. 
Wirjono Prodjokoro (Andi Hamzah, 2009:252) sistem pembuktian 
demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan 
pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan 
hakimmenyebutkan apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya 
keterangan medium atau dukun.  
A.Minkenhof (Andi Hamzah, 2009:253) Sistem ini memberi 
kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping 
itu terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. 
Dalam hal ini hakim dapat memidanakan terdakwa berdasarkan 
keyakinannya bahwa telah melakukan apa yang didakwakan. Praktik 
peradilan juri di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini 
dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat 
aneh.  
2) sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim 
atas alasan logis(Conviction-Raisonee) 
Sebagai jalan tengah, muncul sistem yang disebut pembuktianyang 
berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (Conviction-
Raisonee). Menurut sistem ini, hakim dapat memutuskan seseorang 
bersalah berdasarkan keyakinannya. Keyakinan yang didasarkan kepada 





berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, 
putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motifasi. 
Sistem pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan 
hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama 
yang disebut diatas, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas 
alasan yang logis (Conviction-Raisonee) dan yang kedua ialah teori 
pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (negatief wettelijk 
bewijstheorie). 
Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak 
keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan atas suatu 
kesimpulan (Conclusive) yang logis, yang tidak didasarkan kepada 
undang-undang tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan 
hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan 
pembuktian yang mana ia akan dipergunakan. Sedangkan yang kedua 
berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang diterapkan secara 
limitative oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti keyakinan hakim 
3) Sistem pembuktian menurut undang-undang dasar 
secara positif (positive wettelijk bewijstheorie). 
D. Simons (Andi Hamzah, 2009:251) sistem pembuktian 
berdasarkan undang-undang secara positif (positive wettelijk) ini berusaha 
untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat 





Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkusitor (inquisitoir) dalam 
acara pidana. 
A.Minkenhof (Andi Hamzah, 2009:251) Mengatakan bahwa Teori 
pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu 
banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-
undang. 
Wirjono Prodjokoro (Andi Hamzah, 2009:251) Sistem 
pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di 
Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan 
kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang 
hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan 
berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai keyakinan masyarakat. 
4) Pembuktian menurut undang-undang dasar secara 
Negatif (negatief wettelijk) 
Di Negara Belanda, pada waktu konsep rencana Ned. Sv. 
Dibicarakann pertama kali, sebenarnya yang dicantumkan ialah sistem 
pembuktian conviction raisonnee (beredeneerde overtuiging). Sesudah 
melalui perdebatan yang panjang, antara yang ingin mengadakan 
perubahan seperti telah tercantum dalam konsep rencana itu, dan pihak 
lain yang ingin mempertahankan sistem lama, yaitu negatief wettelijk, 
akhirnya golongan yang tersebut keduanya yang menang, tetapi dengan 
suatu konsesi kepada pihak pertama (conviction raisonnee), bahwa pasal-





sehingga menjadi dua saja, yaitu yang dikenal sekarang pasal 341 ayat 
(4) dan 342 ayat (2). 
Pasal 341 ayat (4) itu mengatur bahwa terdakwa tidak dapat 
dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja. Sedangkan pasal 
342 ayat (2) mengatakan bahwa keterangan seorang saja tidaklah cukup 
untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti minimum (bewijs 
minimum). 
Fakta 
Menurut Sudikno Mertokusumo Kepastian hukum harus ditegakkan 
agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian 
hukum, terlalu ketat mentaati hukum akibatnya kaku dan akan 
menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi memang peraturannya 
adalah demikian sehingga Undang-undang itu sering terasa kejam apabila 
dilaksanakan secara ketat.  
Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan 
hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil 
pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan 
untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 
merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu 
putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam 
mengemukakan/ menemukan fakta suatu kasus merupakan factor penting 





apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan 
hakim.  
Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam 
memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil 
putusan. Hakim dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat 
masyarakat. Pendapat masyarakat (umum) tidak boleh diabaikan begitu 
saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim harus ekstra hati-
hati dalam menjatuhkan putusan. Jangan sampai orang yang tidak 
bersalah dihukum karena disebabkan sikap tidak profesional dalam 
menangani perkara, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku 
kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja 
harus sesuai dengan keyakinan hakim yang professional dalam memutus 
sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat. 
 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana  
Undang-undang telah memberikan dasar-dasar pengecualian, 
peringanan dan penambahan pidana. Hal ini bertujuan agar tercapainya 
derajat keadilan yang setinggi-tingginya, akibat dari banyaknya hal-hal 
yang bersifat objektif maupun subjektif sehingga mewujudkan tingkah laku 
yang sekiranya dilarang oleh undang-undang. 
Alasan pengecualian pidana. 
KUHPidana  mengenal beberapa alasan pengecualian dalam 
pidana, yaitu alasan pembenar (rechtsvaardingingsgroung) dan alasan 






 Alasan Pembenar. 
Alasan pembenar (rechtsvaardingingsground) ini bersifat 
menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang didalam 
KUHPidana. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka 
perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat 
dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. 
Alasan pembenar ini kita jumpai dalam: 
- Daya paksa/overmacht ( Pasal 48 KUHPidana) 
- Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat  
( Pasal 50 KUHPidana) 
- Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang  
( Pasal 50 KUHPidana); 
- Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa 
yang sah   ( Pasal 51 ayat 1 KUHPidana) 
 Alasan Pemaaf. 
Alasan pemaaf (schulduitsluitingsground) ini menyangkut 
pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang 
telah dilakukanya atau criminal responsibility. Alasan ini 
menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar 
beberapa hal. Alasan ini dapat dijumpai di dalam hal orang itu 
melakukan perbuatan dalam keadaan: 
- Tidak dapat dipertanggung jawabkan  





- Pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ 
noodwerexess ( Pasal 49(2) KUHPidana); 
- Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah 
 ( Pasal 51 (2) KUHPidana) 
Alasan Peringanan Pidana. 
Tentang hal yang meringankan pidana dimuat dalam Pasal 
45,46, dan 47. Akan tetapi sejak berlakunya undang-undang nomor 
3 tahun 1997 dan berlaku sejak tanggal 3 Januari 1997 Tentang 
Pengadilan Anak (diundangkan tanggal 3 januari 1997 dan berlaku 
sejak 3 Januari 1998) ketiga pasal itu telah tidak berlaku lagi ( 
Pasal 67). 
Menurut UU No. 3 tahun 1997 dasar peringanan pidana 
khusus adalah sebab pembuatnya ialah anak ( disebut anak nakal) 
yang umurnya telah 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum 
pernah kawin. Sedangkan anak yang diduga telah melakukan 
tindak pidana dan belum berumur 8 tahun tidak dapat diajukan ke 
pengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan( Pasal 5) dan dalam 
hal ini terdapat 2 kemungkinan, ialah : 
1) Jika penyidik berpendapat bahwa anak itu masih dibina 
oleh orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan 
kembali anak itu kepada orang tua, wali atau orang tua 
asuhnya. 
2) Jika penyidik bahwa anak itu tidak dapat lagi dibina oleh 





penyidik menyerahkan anak itu kepada departemen 
Sosial setelah mendengar pendapat dari pembimbing 
kemasyarakatan. 




c. Belum cukup umur ( Pasal 47 KUHPidana) 
Yang bersifat khusus terdapat dalam Pasal 308,341,342 
KUHPidana. 
a. Percobaan (Pasal 53 KUHPidana). 
Undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud 
dengan percobaan itu tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai 
syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat  dihukum. 
Agar pecobaan pada kejahatan  dapat dihukum harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut : 
1. niat sudah ada untuk berbuat kejahatan. 
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan, atau sudah ada permulaan 
kejahatan. 
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, karena 
terahalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak 





Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju 
kesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau 
hendak membuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, 
misalnya bermaksud membunuh orang-orangnya tidak mati, hendak 
,mencuri barang tetapi tidak sampai mengambil barang itu. 
b.  Pembantuan ( Pasal 56, Pasal 57 KUHPidana). 
  Dalam praktek pada umumnya orang yang membantu itu bisa 
mendapat hukman 1/3 lebih kurang dari hukuman yang dijatuhkan pada 
penjahat yang dibantunya, tetapi ada kemungkinan bahwa dengan melihat 
dudukperkaranya hakim menjatuhkan hukuman lebih berat pada orang 
yang dibantunya. 
Alasan penambahan Pidana. 
 Undang-undang membedakan antara alasan-alasan pemberat 
pidana umum dan alasan-alasan pemberat pidana khusus. Alasan 
pemberat pidana umum adalah alasan pemberatan pidana yang berlaku 
untuk segala macam delik, baik yang dalam kodifikasi, maupun delik diluar 
KUHPidana. Alasan pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan 
berlaku pada delik tentu saja, dan tidak berlaku untuk delik lain. 
 Dalam KUHPidana dikenal dua macam alasan penambahan 
pidana, yaitu : 
1. Alasan yang bersifat umum: 






Pasal 52 KUHPidana 
Syarat yang pertama ialah orang itu harus pegawai negeri. 
Mengenai pegawai negeri lihat Pasal 92 KUHP. Syarat yang kedua 
pegawai negeri itu harus melanggar kewajibanya yang istimewa dalam 
jabatanya atau daya upaya yang diperoleh dari jabatanya. Yang dilanggar 
itu harus suatu kewajiban istimewah bukan kewajiban biasa. 
Contohnya, seorang polisi ditugaskan untuk menjaga toko emas, 
tetapi pada kenyataanya polisi tersebut yang merampok toko mas itu, 
sebagai contoh lainya seorang bendahara di kantor pemerintahan yang 
menggelapkan uang. 
a. Residiv atau pengulangan (pasal 486 KUHP) 
b. Gabungan (Pasal 63 KUHP) 
2.  Alasan yang bersifat khusus terdapat dalam Pasal 286,487 dan 488, 
yaitu : 
Pasal 486 KUHP 
 Residivis adalah orang yang telah melakukan suatu kejahatan dan 
terhadap perbuatan mana telah dijatuhi hukuman, akan tetapi setelah itu 
ia sebelum lima tahun berlalu melakukan jenis kejahatan itu lagi atau 
menurut undang-undang sama jenisnya. 
 Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan 
umum, (general recidive)  yang artinya menetukan pengulangan berlaku 






Syarat residiv umum 
1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang 
dianggap sama macamnya, sama macamnya, maksudnya kali ini 
mecuri, lain kali mencuri lagi. Oleh undang-undang dianggap sama 
macamnya yaitu semua pasal yang tersebut adalah Pasal 486 
KUHPidana meskipun lain  macamnya tetapi dianggap sama. 
a. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain 
sudah ada putusan hakim. 
b. Harus hukuman penjara. 
c. Antara tidak lebih dari lima tahun sejak terhitung tersalah 
menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang 
telah dijatuhkan. 
Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan 
terdapat 3 faktor yaitu : 
a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana. 
b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap sipembuat oleh negara 
karena tindak pidana yang pertama. 
c. Pidana itu telah dijalakan oleh yang bersangkutan. 
Pasal 63 KUHPidana 
 Gabungan peristiwa pidana (samenloop) yaitu menggambarkan 
satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. 





1. Concursus idealis ( gabungan satu perbuatan) Pasal 63 
KUHPidana. 
2. Concursus idelis ( gabungan beberapa perbuatan) Pasal 65 
KUHPidana. 





















         BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.  Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Alasan 
dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena lokasi 
tersebut penulis dapat mencari dan mendapatkan data serta informasi 
yang relevan dengan objek penelitian yang penulis teliti. 
B.  Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di 
lokasi penelitian melalui wawancara langsung kepada 
narasumber. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak 
langsung melalui penelitian kepustakaan (Library Research) 
baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, 
karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-
dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan 
di bahas dalam tulisan ini. 
C.  Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah 





2. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan 
mengambil dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan 
oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri 
Makassar. 
D.  Analisis Data 
Seluruh data yang dikumpulkan penulis, selanjutnya diklasifikasi 
dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang 
didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-
kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang 
telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan 
yang di teliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk 
memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak    Pidana 
Pencabulan dalam Putusan No. 1535/Pid.B/2013/PN.Mks  
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan 
membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang 
dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu 
membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan 
Negeri Makassar Nomor : 1535/PID.B/2013/PN.Mks adalah sebagai 
berikut 
1. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap       : HARTONO Alias IKBAL Bin AMBO TUO 
Tempat Lahir                 : Palopo 
Umur/Tgl Lahir        : 24 Tahun / 13 oktober 1988 
Jenis Kelamin        : laki-laki 
Kebangsaan/Kewarganegaraan  : Indonesia 
Tempat Tinggal        : Desa Tawondu, Kec. Suli, Kab. Luwu 
Agama          : Islam 
Pekerjaan        : Sopir mobil angkutan 





2. Posisi Kasus 
Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 
07.30 wita, bertempat di atas mobil panther  warna biru Nomor Polisi DD 
1748 KC dibagian jok tengah di pinggir jalan umum Jl. Abdullah Daeng 
Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. 
- kejadian ini berawal pada hari Jum’at tanggal 12 Juli 2013 sekitar 
pukul 23.00 wita, Saksi Della Anggraeni yang akan berangkat ke 
Kota Makassar dari Kota Palopo menumpang mobil sewaan jenis 
Panther warna Biru Nomor Polisi DD 1748 KC yang di kemudikan 
oleh terdakwa bersama dengan penumpang lainnya;  
- Sekitar pukul 07.00 wita mobil panther warna Biru yang dikemudikan 
terdakwa tiba di Kota Makassar dan kemudian terdakwa mengantar 
penumpang satu persatu hingga tersisa saksi Della Anggraeni; 
- selanjutnya ditengah perjalanan mengantar saksi Della Anggraeni 
tempanya di Jl. Abdullah Daeng Sirua, terdakwa tiba-tiba 
menghentikan mobilnya dan menepikan di tepi jalan dan kemudian 
pindah ke bangku belakang tempat saksi korban Della Anggraeni 
duduk; 
- kemudian terdakwa duduk disamping saksi Della Anggraeni dan 
berusaha mencium saksi Della Anggraeni sehingga saksi korban 
Della Anggraeni melompat dan pindah ke bangku bagian tengah 
mobil; 
- pelaku kemudian mengikuti saksi korban Della Anggraeni ke bangku 





- saksi Della Anggraeni berusaha membuka pintu mobil tetapi tidak 
bisa terbuka sehingga saksi Della Anggraeni berteriak meminta 
tolong namun saat itu terdakwa langsung membesarkan suara tape 
mobil dan menjalankan Ac; 
- kemudian terdakwa langsung memeluk saksi Della Anggraeni dan 
berusaha menciumnya dan membuat saksi Della Anggraeni 
memberontak namun terdakwa memegang saksi Della Anggraeni 
dengan sangat kuat sehingga saksi Della Anggraeni tidak bisa 
melawan; 
- selanjutnya terdakwa secara bebas mencium bibir dan meremas 
buah dada saksi Della Anggraeni setelah itu terdakwa merebahkan 
sandaran kursi yang saksi Della Anggraeni tempati dan terdakwa 
menindih tubuh saksi Della Anggraeni dengan tubuhnya membuat 
saksi Della Anggraeni tidak berdaya; 
- selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan bra yang dipakai oleh 
saksi Della Anggraeni hingga payudaranya kelihatan dan 
menggosok-gosokkan kemaluannya berulang kali pada payudara 
saksi Della Anggraeni hingga terdakwa mengeluarkan sperma dari 
kemaluannya kemudian terdakwa mendekatkan kemaluannya ke 
wajah saksi Della Anggraeni dan menumpahkan spermanya ke 
wajah saksi Della Anggraeni; 
- selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Della Anggraeni pulang ke 





merusak wajah saksi Della Anggraeni jika memberitahukan hal 
tersebut kepada orang lain. 
3.  Dakwaan Penuntut Umum 
 Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap pencabulan yang 
dilakukan oleh terdakwa  Hartono, berdasarkan penelitian yang 
dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, Bahwa ia terdakwa HARTONO 
Alias IKBAL Bin AMBO TUO pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar 
pukul 07.30 wita setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain  dalam tahun 
2013 bertempat diatas mobil panther warna biru Nomor Polisi DD 1748 
KC dibagian jok tengah di pinggir jalan umum Jl. Abdullah Daeng Sirua, 
Kecamatan Panakukang, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada 
tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa 
HRTONO Alias IKBAL Bin AMBO TUO, dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan 
padanya perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan 
cara sebagai berikut :  
- kejadian ini berawal pada hari Jum’at tanggal 12 Juli 2013 sekitar 
pukul 23.00 wita, Saksi Della Anggraeni yang akan berangkat ke 
Kota Makassar dari Kota Palopo menumpang mobil sewaan jenis 
Panther warna Biru Nomor Polisi DD 1748 KC yang di kemudikan 
oleh terdakwa bersama dengan penumpang lainnya;  
- Sekitar pukul 07.00 wita mobil panther warna Biru yang dikemudikan 
terdakwa tiba di Kota Makassar dan kemudian terdakwa mengantar 





- selanjutnya ditengah perjalanan mengantar saksi Della Anggraeni 
tempanya di Jl. Abdullah Daeng Sirua, terdakwa tiba-tiba 
menghentikan mobilnya dan menepikan di tepi jalan dan kemudian 
pindah ke bangku belakang tempat saksi korban Della Anggraeni 
duduk; 
- kemudian terdakwa duduk disamping saksi Della Anggraeni dan 
berusaha mencium saksi Della Anggraeni sehingga saksi korban 
Della Anggraeni melompat dan pindah ke bangku bagian tengah 
mobil; 
- pelaku kemudian mengikuti saksi korban Della Anggraeni ke bangku 
bagian tengah mobil; 
- saksi Della Anggraeni berusaha membuka pintu mobil tetapi tidak 
bisa terbuka sehingga saksi Della Anggraeni berteriak meminta 
tolong namun saat itu terdakwa langsung membesarkan suara tape 
mobil dan menjalankan Ac; 
- kemudian terdakwa langsung memeluk saksi Della Anggraeni dan 
berusaha menciumnya dan membuat saksi Della Anggraeni 
memberontak namun terdakwa memegang saksi Della Anggraeni 
dengan sangat kuat sehingga saksi Della Anggraeni tidak bisa 
melawan; 
- selanjutnya terdakwa secara bebas mencium bibir dan meremas 
buah dada saksi Della Anggraeni setelah itu terdakwa merebahkan 





menindih tubuh saksi Della Anggraeni dengan tubuhnya membuat 
saksi Della Anggraeni tidak berdaya; 
- selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan bra yang dipakai oleh 
saksi Della Anggraeni hingga payudaranya kelihatan dan 
menggosok-gosokkan kemaluannya berulang kali pada payudara 
saksi Della Anggraeni hingga terdakwa mengeluarkan sperma dari 
kemaluannya kemudian terdakwa mendekatkan kemaluannya ke 
wajah saksi Della Anggraeni dan menumpahkan spermanya ke 
wajah saksi Della Anggraeni; 
- selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Della Anggraeni pulang ke 
tempat tujuan dan ditengah perjalanan terdakwa mengancam akan 
merusak wajah saksi Della Anggraeni jika memberitahukan hal 
tersebut kepada orang lain; 
- Keesokan harinya terdakwa kembali mengajak saksi Della Anggraeni 
keluar rumah dengan alasan untuk menemani terdakwa mengantar 
penumpang namun saksi Della Anggraeni menolak sehingga 
terdakwa kembali mengancam saksi Della Anggraeni dengan 
ancaman yang sama sehingga saksi Della Anggraeni merasa jenuh 
dan menceritakan hal tersebut kepada sepupu saksi Della Anggraeni 
yang bernama Indah; 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Della Anggraeni merasa 






- Bahwa sesuai dengan hasil visum Et Repertum No. 
054/VER/RSG/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat dan di 
tanda tangani oleh Dr. Deborah Matulatan pada Rumah Sakit 
Grestelina menyimpulkan bahwa saksi Della Anggraeni mengalami 
bengkak pada bibir bagian atas bagian kiri akibat trauma benda 
tumpul; 
- Akibat dari kejadian tersebut saksi Della Anggraeni merasa 
kehormatannya dilecehkan hingga melaporkan kejadian tersebut ke 
Polsek Panakukang untuk proses lebih lanjut; 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 289 KUHP. 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
 Pada dasarnya Jaksa menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 
1535/Pid.B/2013/PN.Mks memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa HARTONO Bin AMBO TUO Alias IKBAL, 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul 
sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTONO Bin AMBO TUO 
Alias IKBAL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Angkutan 
Jurusan Palopo – Makassar merk izusu Panther DD 1748 KC warna 





4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara  
Rp. 5000,-  (lima ribu rupiah). 
5. Amar Putusan 
Setelah meninjau alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, 
maka sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu hakim 
mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan 
menghapus pidana, dimana dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta 
hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan 
pembenar sebagai alasan penghapus pidana dan terdakwa menurut 
hukum dinilai cakap dan mampu mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. 
Sebelum menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu akan 
mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan 
meringankan yang pokoknya menyebutkan bahwa : 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan  Korban trauma ; 
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; 
- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan ; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 






M E N G A D I L I 
1. Menyatakan terdakwa HARTONO alias IKBAL Bin AMBO TUO telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana " PERBUATAN CABUL " ; 
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 
9 (sembilan) bulan ; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 unit mobil Angkutan Jurusan 
Palopo – Makassar merk Izusu Panther DD 1748 KC warna biru, 
dikembalikan kepada pemiliknya ; 
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5000,-  (lima ribu rupiah) ; 
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar pada hari : KAMIS, tanggal 12 desember 
2013 dengan, NHATAN LAMBE, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDI 
ASTARA, SH dan ARIE WINARSIH, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai 
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang 
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi 
oleh Hakim-Hakim Anggota dan di banti oleh JUSTIAH SAID, SH sebagai 
panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan HASRITA 







6.  Analisis Penulis  
Surat dakwaan merupakan dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk 
menyusun sebuah surat tuntutan dan merupakan dasar bagi hakim untuk 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena 
itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum dituntut untuk 
mengaplikasikan ilmunya sebagai sarjana hukum dalam pembuatan surat 
dakwaan tersebut, bukan saja keahlian di bidang hukum pidana formil 
juga  mengenai hukum pidana materil seperti unsur-unsur dari perbuatan 
yang akan didakwakan apakah telah terpenuhi atau tidak. Dalam 
membuat surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar 
suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut terdapat dalam Pasal 143 
ayat (2) KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut :  
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan 
ditandatangani serta berisi :  
a.  Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
tersangka.  
b.  Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana 
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak 
pidana itu dilakukan.  
Antara point a dan b tersebut di atas, syarat yang terpenting yang 
harus mendapatkan perhatian lebih dari penuntut umum adalah syarat 





terpenuhi, maka dakwaan akan batal demi hukum atau Van Rechtswege 
Nietig.  
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pada dasarnya memerlukan 
bahwa surat dakwaan itu harus berisi :  
a.  Surat uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa  
b.  Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukannya 
tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa  
c.  Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau para 
terdakwa  
Dalam kasus yang diteliti penulis, menurut penulis bahwa surat 
dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan 
apa yang diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang dalam hal ini 
selain memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) point a dan b juga 
terpenuhi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan 
secara jelas mengenai kronologis dari kejadian itu sendiri serta 
penyebutan waktu dan tempat kejadian perkara.  
Adapun alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan 
terdakwa sebagai berikut :  






- Bahwa benar saksi mengalami peristiwa pencabulan yang terjadi 
pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 07.30 wita di 
tepi Jl. Abdullah Dg. Sirua, Kec. Panakukang, Kota Makassar ; 
- Bahwa benar yang melakukan pencabulan adalah terdakwa ; 
- Bahwa benar saksi menumpang mobil sewaan terdakwa dari 
Kota Palopo menuju Kota Makassar ; 
- Bahwa benar saksi diantar paling terakhir setelah terdakwa 
mengantar seluruh penumpangnya ; 
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa tiba-tiba terdakwa 
menghentikan kendaraannya di tepi jalan Jl. Abdullah Dg. Sirua 
dan pindah dari jok depan ke jok belakang tempat saksi duduk ; 
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa berusaha mencium 
saksi namun saksi menolak dan pindah ke jok bagian tengah 
mobil ; 
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengikuti saksi pindah ke jok 
tengah dan mengunci pintu mobil ; 
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa memaksa 
mencium saksi, meremas buah dada saksi dan setelah itu saksi 
ditindih dengan cara terdakwa merebahkan sandaran kursi yang 
diduduki oleh saksi ; 
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa mengeluarkan 
kemaluannya dan menggosok-gosokkan ke buah dada saksi dan 





- Bahwa benar saksi melakukan perlawanan dengan cara 
memberontak namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga saksi 
hanya bisa berteriak ; 
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, saksi diantar pulang dan 
diancam agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang 
lain ; 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami trauma dan 
malu ; 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan. 
2. Saksi DESI WIKA OKTAVIA, yang memberi keterangan sebagai 
berikut : 
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang terjadi 
pada diri saksi Della  pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar 
pukul 07.30 wita di tepi Jl. Abdullah Dg. Sirua, Kec. Panakukang, 
Kota Makassar ; 
- Bahwa benar yang melakukan pencabulan adalah terdakwa ; 
- Bahwa benar menurut saksi, saksi Della dipaksa dicium namun 
saksi Della menolak sehingga terdakwa memegang saksi Della 
kemudian mencium bibir saksi Della beberapa kali dan meremas 
buah dada setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi Della 
sehingga saksi Della tidak berdaya ; 
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut saksi Della, terdakwa 
mengangkat baju serta bra yang dipakai oleh saksi Della sehingga 





mengeluarkan kemaluannya dan menggosok-gosokkan 
kemaluannya ke payudara saksi Della hingga sperma terdakwa 
keluar dan menumpahkan kewajah saksi Della ; 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi melihat saksi Della 
mengalami trauma dan rasa malu ; 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan. 
3. Saksi YUSRIDA Alias TITIN, yang memberi keterangan sebagai 
berikut  : 
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang terjadi 
pada diri saksi Della  pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar 
pukul 07.30 wita di tepi Jl. Abdullah Dg. Sirua, Kec. Panakukang, 
Kota Makassar ; 
- Bahwa benar yang melakukan pencabulan adalah terdakwa ; 
- Bahwa benar menurut saksi, saksi Della dipaksa dicium namun 
saksi Della menolak sehingga terdakwa memegang saksi Della 
kemudian mencium bibir saksi Della beberapa kali dan meremas 
buah dada setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi Della 
sehingga saksi Della tidak berdaya ; 
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut saksi Della, terdakwa 
mengangkat baju serta bra yang dipakai oleh saksi Della sehingga 
buah dada saksi Della kelihatan dan setelah itu terdakwa 
mengeluarkan kemaluannya dan menggosok-gosokkan 
kemaluannya ke payudara saksi Della hingga sperma terdakwa 





- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi melihat saksi Della 
mengalami trauma dan rasa malu ; 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan. 
4. Saksi AWAL LATIF, yang memberi keterangan sebagai berikut :  
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang terjadi 
pada diri saksi Della  pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar 
pukul 07.30 wita di tepi Jl. Abdullah Dg. Sirua, Kec. Panakukang, 
Kota Makassar ; 
- Bahwa benar yang melakukan pencabulan adalah terdakwa ; 
- Bahwa benar menurut saksi, saksi Della dipaksa dicium namun 
saksi Della menolak sehingga terdakwa memegang saksi Della 
kemudian mencium bibir saksi Della beberapa kali dan meremas 
buah dada setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi Della 
sehingga saksi Della tidak berdaya ; 
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut saksi Della, terdakwa 
mengangkat baju serta bra yang dipakai oleh saksi Della sehingga 
buah dada saksi Della kelihatan dan setelah itu terdakwa 
mengeluarkan kemaluannya dan menggosok-gosokkan 
kemaluannya ke payudara saksi Della hingga sperma terdakwa 
keluar dan menumpahkan kewajah saksi Della ; 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi melihat saksi Della 
mengalami trauma dan rasa malu ; 






5. Saksi JUNIARDI, yang memberi keterangan sebagai berikut  : 
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang terjadi 
pada diri saksi Della  pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar 
pukul 07.30 wita di tepi Jl. Abdullah Dg. Sirua, Kec. Panakukang, 
Kota Makassar ; 
- Bahwa benar yang melakukan pencabulan adalah terdakwa ; 
- Bahwa benar menurut saksi, saksi Della dipaksa dicium namun 
saksi Della menolak sehingga terdakwa memegang saksi Della 
kemudian mencium bibir saksi Della beberapa kali dan meremas 
buah dada setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi Della 
sehingga saksi Della tidak berdaya ; 
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut saksi Della, terdakwa 
mengangkat baju serta bra yang dipakai oleh saksi Della sehingga 
buah dada saksi Della kelihatan dan setelah itu terdakwa 
mengeluarkan kemaluannya dan menggosok-gosokkan 
kemaluannya ke payudara saksi Della hingga sperma terdakwa 
keluar dan menumpahkan kewajah saksi Della ; 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi melihat saksi Della 
mengalami trauma dan rasa malu ; 
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan. 
6. Adapun Keterangan Terdakwa HARTONO Bin AMBO TUO Alias 
IKBAL sebagai berikut  : 






- Bahwa dalam perkara ini terdakwa akan menghadap sendiri tanpa 
di dampingi Penasehat Hukum ; 
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana perbuatan 
cabul (kesusilaan)  pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar 
pukul 07.30 wita di tepi Jl. Abdullah Dg. Sirua, Kec. Panakukang, 
Kota Makassar ; 
- Bahwa benar terdakwa adalah supir mobil Panther jurusan 
Palopo-Makassar ; 
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu selesai mengantar seluruh 
penumpang ketempat tujuan masing-masing kecuali saksi Della ; 
- Bahwa benar pada saat terdakwa akan mengantar saksi Della 
ketempat tujuan yang dimaksud, terdakwa yang melintas di Jl. 
Abdullah Dg. Sirua tiba-tiba menghentikan kendaraannya di tepi 
jalan ; 
- Bahwa benar terdakwa kemudian mematikan mesin mobil dan 
berpindah dari jok bagian depan ke jok bagian belakang tempat 
saksi Della duduk ; 
- Bahwa benar terdakwa akan mencium saksi Della namun saksi 
Della menolak dan berpindak ke jok belakang ke jok bagian 
tengah mobil ; 
- Bahwa benar terdakwa mengikuti saksi Della ke jok bagian tengah 





- Bahwa benar terdakwa kemudian mencium saksi Della, 
mengangkat baju hingga bra saksi Della kelihatan dan terdakwa 
meremas buah dada saksi Della ; 
- Bahwa benar terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan 
menggosok-gosokkan ke buah dada sakai Della dan 
menumpahkan spermanya kewajah saksi Della ; 
- Bahwa benar setelah itu terdakwa kemudian mengantar saksi 
Della ke tempat tujuan saksi Della ; 
Adapun barang bukti yang telah diajukan kepada Penuntut Umum 
berupa  : 
- 1 (satu) unit mobil Angkutan Jurusan Palopo-Makassar merk izusu 
Panther DD 1748 KC warna biru. 
Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, 
Jaksa menggunakan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 289 KUHP.  
Berdasarkan Pasal-pasal yang dipersangkakan oleh para penyidik 
yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
nomor: PDM-675/Mks/09/2013 dan diterapkan dalam putusan nomor: 
1535/Pid.B/2013/PN.Mks ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
pidana dalam Pasal 289 KUHP.  
Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil 
pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan. 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang 
dipersangkakan kepada terdakwa HARTONO Alias IKBAL Bin AMBO 





terdakwa melanggar dakwaan tunggal yakni Pasal 289 KUHP. Adapun 
yang harus di perhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan 
tuntutan ialah membuat terdakwa mendapatkan efek jera agar tidak 
mengulangi perbuatannya lagi dan menjadikan hukuman yang di berikan 
sebagai pelajaran agar tidak melanggar hukum. 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan No. 
1535/Pid.B/2013/PN.Mks. 
1. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada 
tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 
1535/Pid.B/2013/PN.Mks berdasarkan beberapa pertimbangan hakim 
memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. 
Setelah hakim mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa atau 
Penuntut Umum. Maka hakim selanjutnya memeriksa apakah tindak 
pidana yang dituduhkan terbukti atau tidak. Oleh karena itu, dalam 
perkara ini telah di identifikasikan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :  
1)  Keterangan saksi-saksi yaitu: DELLA ANGGRAENI, DESI 
WIKA OKTAVIA, YUSRIDA Alias TITIN, AWAL LATIF, 
JUNIARDI.  






3)  1 (satu) . unit mobil Angkutan Jurusan Palopo-Makassar merk 
Izusu Panther DD 1748 KC warna biru. 
Selain alat bukti, hakim juga melihat pertimbangan yuridis.Adapun 
pertimbangan yuridis hakim yaitu unsur-unsur Pasal 289 KUHP dikaitkan 
dengan fakta – fakta hukum di persidangan. 
Unsur – unsur yang terdapat pada Pasal 289 KUHP sebagai berikut:  
1. Unsur barang siapa  
2. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan  
3. Unsur memaksa seseorang  
4. Unsur melakukan perbuatan cabul  
Ad. 1. Unsur barang siapa  
 Menimbang bahwa barang siapa adalah setiap orang atau manusia 
sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan 
kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya 
serta tidak ada ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang 
sifatnya dan dihapuskan pidana dan terdakwa telah mengakui 
identitas sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Penyidik, 
dalam Surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan dan 
Tuntutan Penuntut Umum serta dipersidangan diakui oleh terdakwa 
HARTONO Alias IKBAR Bin AMBO TUO;  
 Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendirian 
unsure “barang siapa” telah terbukti secara sah dan menyakinkan 
menurut hukum.  
 
Ad. 2. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan  
 Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah 
satu elemen dari pada unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini 
dikatakan terpenuhi ;  
 Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan 
tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah misalnya 
memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, 
menendang, dll.  
 Menimbang, bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan 





  Menimbang, bahwa Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar 
akan dirinya seperti memberi minum racun kecubung atau lain-lain 
obat sehingga orangnya tidak ingat lagi orang yang pingsan itu 
tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya  
  Menimbang bahwa tidak berdaya artinya tidak mempunyai 
kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat 
mengadakan perlawanan sedikitpun misalnya mengikat dengan tali 
kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan 
suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu 
masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Perlu dicatat 
disinI bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu 
pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan 
mengancam dengan kekerasan, sebab dalam pasal ini hanya 
mengatakan tentang melakukan kekerasan dan bukan 
membicarakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan.  
 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban DELLA 
ANGGRAENI dan keterangan saksi-saksi lainnya serta barang 
bukti yang saling bersesuaian, telah nyata terdakwa memeluk saksi 
DELLA ANGGRAENI dan berusaha menciumnya membuat saksi 
DELLA ANGGRAENI memberontak namun terdakwa memegang 
saksi DELLA ANGGRAENI dengan sangat kuat sehingga saksi 
DELLA ANGGRAENI tidak bisa melawan. 
 Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa secara bebas mencium 
bibir dan meremas buah dada saksi DELLA ANGGRAENI setelah 
itu terdakwa merebahkan sandaran kursi yang saksi DELLA 
ANGGRAENI tempati dan terdakwa menindih tubuh saksi DELLA 
ANGGRAENI dengan tubuhnya membuat saksi DELLA 
ANGGRAENI tidak berdaya.  
 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi/korban DELLA 
ANGGRAENI dan keterangan saksi-saksi lainnya serta barang 
bukti 1 (satu)  unit mobil Angkutan Jurusan Palopo-Makassar merk 
Izusu Panther DD 1748 KC warna biru. 
  Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian 
unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terbukti secara 
sah dan menyakinkan menurut hukum.  
 
Ad. 3. Unsur memaksa seseorang 
  
 Menimbang bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia arti 
kata memaksa dalam kata kerja bentuk (1) yaitu memperlakukan, 
menyuruh, meminta dengan paksa sedangkan kata kerja bentuk ke 
(2) yaitu berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), 
memerkosa.  
 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban DELLA 
ANGGRAENI dan keterangan saksi-saksi lainnya serta barang 
bukti yang saling bersesuaian, telah nyata terdakwa memeluk saksi 





DELLA ANGGRAENI memberontak namun terdakwa memegang 
saksi DELLA ANGGRAENI dengan sangat kuat sehingga saksi 
DELLA ANGGRAENI tidak bisa melawan. 
 Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa secara bebas mencium 
bibir dan meremas buah dada saksi DELLA ANGGRAENI setelah 
itu terdakwa merebahkan sandaran kursi yang saksi DELLA 
ANGGRAENI tempati dan terdakwa menindih tubuh saksi DELLA 
ANGGRAENI dengan tubuhnya membuat saksi DELLA 
ANGGRAENI tidak berdaya.  
  Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian 
unsur “memaksa seseorang” telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan menurut hukum.  
 
Ad. 4. Unsur melakukan perbuatan cabul  
 
  Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “KUHP” 
serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal hal. 212 
yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan 
yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, 
semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-
mencium meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada 
dan lain-lain.  
 Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta 
barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling 
bersesuaian, dimana terdakwa memeluk saksi DELLA 
ANGGRAENI dan berusaha menciumnya membuat saksi DELLA 
ANGGRAENI memberontak namun terdakwa memegang saksi 
DELLA ANGGRAENI dengan sangat kuat sehingga saksi DELLA 
ANGGRAENI tidak bisa melawan, selanjutnya terdakwa secara 
bebas mencium bibir dan meremas buah dada saksi DELLA 
ANGGRAENI setelah itu terdakwa merebahkan sandaran kursi 
yang saksi DELLA ANGGRAENI tempati dan terdakwa menindih 
tubuh saksi DELLA ANGGRAENI dengan tubuhnya membuat saksi 
DELLA ANGGRAENI tidak berdaya. Kemudian terdakwa 
mengangkat baju dan bra yang dipakai saksi DELLA ANGGRAENI 
hingga payudaranya kelihatan dan menggosok-gosokkan 
kemaluannya berulang kali pada payudara saksi DELLA 
ANGGRAENI hingga terdakwa mengeluarkan sperma dari 
kemaluannya kemudian terdakwa mendekatkan kemaluannya ke 
wajah saksi DELLA ANGGRAENI dan menumpahkan spermanya 
ke wajah saksi DELLA ANGGRAENI. 
 Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian 
unsur “melakukan perbuatan cabul” telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan menurut hukum.  
 Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dakwaan tersebut 
diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-





tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana 
yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 289 KUHP.  
 Menimbang bahwa kenyataan yang diperoleh selama persidangan 
dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang 
dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik 
sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan 
terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.  
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung 
jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak 
pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu 
harus dijatuhkan pidana.  
  Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah 
dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut 
harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan 
terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu 
ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.  
 Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah 
diakui keberadaannya serta kepemilikannya oleh terdakwa yaitu 1 
(satu)  unit mobil Angkutan Jurusan Palopo-Makassar merk Izusu 
Panther DD 1748 KC warna biru. 
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan 
terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan 
dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan 
untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan 
dalam amar putusan.  
 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. 
Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim 
harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam 
pasal 184 KUHAP sebagai berikut:  
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu terdakwa pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”  
 
Berdasarkan rumusan Pasal di atas, sistem pembuktian yang 





secara gabungan antara sistem pembuktian positif dan negatif. Sistem 
pembuktian tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu :  
a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat 
bukti yang sah menurut undang-undang.  
b. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dengan alat-alat 
bukti yang sah menurut Undang-undang.  
Alat-alat bukti sah sebagimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP terdiri dari :  
a. Keterangan saksi  
b. Keterangan ahli  
c. Surat  
d. Petunjuk  
e. Keterangan terdakwa  
Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa, dan petunjuk. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti 
yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat 
bukti serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar 
bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 
184 ayat (1) KUHAP, penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti 
yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa, serta petunjuk menunjukkan kesesuaian satu sama lain.  
Adapun fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim Pengadilan 





ini setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan 
terdakwa, dan barang bukti di persidangan sebagai berikut :  
- Bahwa benar saksi mengalami peristiwa pencabulan yang terjadi 
pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar pukul 07.30 wita di 
tepi Jl. Abdullah Dg. Sirua, Kec. Panakukang, Kota Makassar ; 
- Bahwa benar yang melakukan pencabulan adalah terdakwa ; 
- Bahwa benar saksi menumpang mobil sewaan terdakwa dari 
Kota Palopo menuju Kota Makassar ; 
- Bahwa benar saksi diantar paling terakhir setelah terdakwa 
mengantar seluruh penumpangnya ; 
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa tiba-tiba terdakwa 
menghentikan kendaraannya di tepi jalan Jl. Abdullah Dg. Sirua 
dan pindah dari jok depan ke jok belakang tempat saksi duduk ; 
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa berusaha mencium 
saksi namun saksi menolak dan pindah ke jok bagian tengah 
mobil ; 
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengikuti saksi pindah ke jok 
tengah dan mengunci pintu mobil ; 
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa memaksa 
mencium saksi, meremas buah dada saksi dan setelah itu saksi 
ditindih dengan cara terdakwa merebahkan sandaran kursi yang 





- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa mengeluarkan 
kemaluannya dan menggosok-gosokkan ke buah dada saksi dan 
menumpahkan spermanya ke wajah saksi ; 
- Bahwa benar saksi melakukan perlawanan dengan cara 
memberontak namun tenaga terdakwa lebih kuat sehingga saksi 
hanya bisa berteriak ; 
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, saksi diantar pulang dan 
diancam agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang 
lain ; 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami trauma dan 
malu ; 
Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa HARTONO 
Alias IKBAL Bin AMBO TUO adalah orang yang memliki kemampuan 
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan 
alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan 
pembenar pada dirinya sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan 
bertanggungjawab atas perbuatannya.  
Selanjutnya adapun pertimbangan-pertimbangan yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini adalah:  
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan  Korban trauma ; 
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; 
Hal-hal yang meringankan : 





- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan ; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
2. Analisis Penulis  
Menurut penulis keputusan majelis Hakim sudah sesuai setelah 
mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi 
pidana kepada terdakwa HARTONO Alias IKBAL Bin AMBO TUO dengan 
pidana penjara selama 9 bulan.  
Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis berkesimpulan bahwa 
pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini sudah 
sesuai dengan ketentuan Pasal 289 KUHP, namun terdapat kekurangan 
dimana hakim perlu pula melihat posisi korban pada saat kejadian dimana 

















A.  Kesimpulan  
1. Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Nomor 
1535/Pid.B/2013/PN.Mks berawal dari Tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum yang sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk 
kemudian diajukan dalam persidangan. Tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum juga telah sesuai dengan menerapkan Pasal 289 KUHP 
tentang Perbuatan menyerang Kehormatan Kesusilaan atau juga 
disebut Perbuatan Cabul kepada Terdakwa Kadir HARTONO Alias 
IKBAL Bin AMBO TUO dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
berdasarkan tiga alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan 
terdakwa dan petunjuk maka selanjutnya, Hakim berkesimpulan 
bahwa terdakwa terbukti bersalah dan melanggar Pasal 289 KUHP. 
2.  Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan No. 
1535/Pid.B/PN.Mks menurut Penulis sudah sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP berupa tiga alat bukti yakni 
keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk sehingga hakim 
memperoleh keyakinan bahwa terdakwa HARTONO Alias IKBAL Bin 





beberapa pertimbangan hukum yang menyangkut berat ringannya 
pidana (strafmaat) menurut penulis sudah sesuai untuk dijadikan 
pertimbangan dalam memutus hukuman pidana penjara terdakwa 
HARTONO Alias IKBAL Bin AMBO TUO. Sehingga telat tepat hakim 
Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan pidana penjara selama 9 
bulan.  
B.  Saran  
1.  Penuntut Umum harus senantiasa lebih teliti dan cermat dalam 
menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi 
hakim dalam sidang dan pengadilan. Salah satu hal yang harus 
diperhatikan yakni kesengajaan atau niat terdakwa dalam 
melakukan tindak pidana. Kesengajaan terdakwa bukan hanya 
didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari 
kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana.  
2. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa 
seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam 
memutus suatu perkara. Karena hal tersebut bisa menjadi 
pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara apakah 
memberikan hukuman maksimal atau hukuman minimal bagi 
terpidana.  
3.  Hakim harus memutus perkara dengan teliti dan adil agar hukuman 





serta membuat terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan 
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